WALI KOTA MEDAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan

Mengingat

kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Medan
pada tahun anggaran 2019, dipandang perlu
dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan, dan antar jenis belanja, maka Peraturan
Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali
Kota Medan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali KXota Medan
Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2019, perlu dilakukan
penyesuaian baik darl pengaturannya maupun dari
penganggarannya,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);




Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);




10.

11,

12.

13,

L%,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat [ Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan  Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat 1 Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028};




15.

16.

1%,

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor  4416),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
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26.
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Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;




Menetapkan:

28.

29,

30.

31.

32.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia  Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah
Kota Medan Tahun 2018 Nomor 4),

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 71 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 2018 Nomor 71), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Wali

Kota Medan Nomor 5 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 71 Tahun 2018
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kota Medan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2019 Nomor 5), diubah sebagai berikut:




1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
terdiri atas:
a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah ................ Rp2.338.282.166.448,00;
2. Dana Perimbangan ....................... Rp2.322.385.156.000,00;
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah ..... Rpl1.458.106.701.790,00;
Jumlah Pendapatasl ...cxemmmmemssssns Rp6.118.774.024.238,00,
b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung:

a) Belanja Pegawai ....c..ccceeueanennns Rp1.973.029.342.159,00;

b Belanja Hibah . simessamnmans Rp75.000.000.000,00;

¢) Belanja Bantuan Sosial ............ Rp10.000.0600.000,00;

d) Belanja Bantuan Keuangan ..... Rpl1.522.843.400,00;

e) Belanja Tidak Terduga ............. Rpl6.173.404.750,00;

Rp2.075.725.590.309,00;
2. Belanja Langsung;

a) Belanja Pegawai .. rreirnnien RP773.797.591.481,00;
b] Belanja Barang dan Jasa ......... Rp2.052.211.371.805,81;
¢} Belanja Modal . s Rl B2 001212 692, 19

Rp4.058.930.175.929,00;

Jumlah Belanja ....... Rp6.134.655.766.238,00;
Surplus/(Defisit) ..... (Rp15.881.742.000,00;)
c. Pembiayaan:
1. Penerimaar ..........ooccreevrneeeneenne.  RP35.881.742.000,00;
2. Pengeluaran .............ccccoeerenneneee. - Rp20.000.000.000,00;
Jumlah Pembiayaan Netto ........... Rpl15.881.742.000,00;
Sisa lebih pembiayaan anggaran - Rp. NIHIL

Tahun berkenaan

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran [ Peraturan Wali Kota ini.




3. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 3
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran [l Peraturan Wali Kota ini.
Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Maret 2019

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd
WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 11.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIJAN HUKUM
SE?ETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

!

BAMBANG, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19620515 1990111 001




Qgdv NYHVENY3d NVSYAONTE
| S E— — — —
000 0070 (00000244 '188'ST) (00°000'Z#£'188'ST) (11S1430) / SIdUNS
(6070) (00'908'9T8'€HT'T) 61 Cv9'21Z'126'252'T 6T°8k¥'620'590PEC'T [epoly efuejeg gz
810 00'989'9k6'207 '€ 18'S08'TLE'TTZ2S0T 18'611'S2H'800°6+0° esef uep Bueleg eluejeg it
(«Z0) {00°088'621'650°2) 00'T8%'165'£64°ELL 00'T9ETZL'958'S/L temeBag efuefeg A 4
00°0 00'0 00°626'SLT'0£6'850" 00°626'SLT'0E6°850" ONNSONV1 VINVI3E @ G
000 000 00°08£'POP'ELT 9T 00°05£POb'ELT 9T ebnpsal epil eluejg 8°1°¢C
000 00°0 00°00¥'EH8'22S'T 00°00b"€b8'22S'T uebuenay uenueg efuejsg v O
00-g 000 00°000000°000°0T 00°000°000'000'0T |e1s0S uenjueg efuejag $°1°¢
Nm.n 000 00°000'000°000'SZ 00°000'000°000°SZ YeqH efuerg L
[l 000 ” | 00'6ST'ZHE'620'ELE'T 00'65T°ZHE'6T0'EL6'T 1lemebay eluejag it i 4
000 000 00°60£'065'52£'5£0°C 00'60£'065'52£'540'C ONNSONVT HVALL VENVI3E 1°2
000 00°0 00'8£2'99/'559'PET'9 00°8£2°99/'559'PET'9 VINY139 %
000 000 00°06£'T06'984'19T'T 00°06£°106'98£°191°T eAULIET YeJaRQ UBjuuaWwad Uep ISUIALd Lep yeled |iseH Beg eueg S g1
000 __ 000 00°000°008'61£'962 00°000°008'6T£'96Z yeqiy uejedepuag EETT
000 000 00°06£'T04'90T'85+'T 00°06£'T04'90T'85+T HVYS DNVA HV¥3IVA NYLYdVYAN3d NIVI-NIV1 €1
00°0 000 00°000°0TE'98E'ETH 00°000°0TE"98E'ETH snsnLY Isexoly eueq ETETT
000 00°0 00°000°656'588'989'T 00°000'656'588'989'1 wnn 1sexoly eueq 2Tt
000 |ooo o 00°000°/88'211'222 00°000'/88'211'C2C yeled uexng |iseq 16eg/eled jisey 1Beg ik 4
000 000 00°000'951'S8E'ZZE'T 00°0009ST'SBECZE'T NVONVEWIi3d YNVA gl
00'0 0070 00°T92°0v6"Lb8'THE 00°T9L'0F6'L¥B'THE yes bueA yeiaeq ISy uejedepuad ule|-uien P IT
00'0 000 00°8TT'SOF bHT'ET 00°8TT'SS¥'PHT'ET uesyesidiq bued yeiseq ueedexay ueejoabusd |IseH E“T T
000 00°0 00°000°005'161952 00°000°005'161'952 yesaeq IsnqLIRy |IseH rAN |
000 _|.oo0 .| 00695'092'860'£22'T 00'695092'860°£22'T yelaeq yeled uejedepuad Y1
000 00°0 00°'8t+'991 28T 'BEE'T 00°'8b+'991'Z8¢'BEE"C HYd3va ISV NY.LVdvaN3d 11
00°0 000 00'8EZ'+Z0'PLL8TT'D 00°852'+Z0'FLL'8TT'9 NViVdVaN3d 1
9 S v € 4 T
% (dy) NVHVENY¥3d HV1313S | NVHVEN¥3ad WN13g3s Anun
NVIVHN YOWON
(ONvIMIN38) / HYSWVYL1Y3g (dy) HYIWNC
6107 NVIVOONY NNHYL
ag9dV NYHYENY3d NVHVEVILN3Id NVSYIODNIY
NVA3W V10X HVYLNIY3IW3d

6T0C NVHVYOONY NNHVL HVYIVA VINVIIE NVA NVLIVAVAN3Id NVIVOONV NVHVEVIN3Id
DNVLINIL 8T0Z NNHVL TZ HOWON NVA3IW VLOM ITYM NYVINLVY3d SVYLV YNA3IX NYHVENH3Id
SNVINIL

6T0Z NNHVL IT HOWON

NVA3W V10X ITYM NVENLVYE3d

I NVUIdWY




(8dY NYHYENH3d NYSYADINTA

S 'NIOT3 IWINZA

234

NVQ3W V10X ITYM

100 T TT066T STS0Z96T "dIN
I "ML V1¥N3d
HS ‘HONVEWYd

NVQ3W Y10XA HYY3vd
1VIAVLIYNIS WMNNH NYIOYE VIVd3IA
eAullsy uebuaq 1ensaS ueU)|eS

000 o0o 000 000 NVVNINHIE NNHVL NVHVOONY NYVAVISW3d HI9317 VSIS
000 000 00°000'ZHL'188'ST 00°000°ZHL'T88'ST OL13IN NVVAVIGW3d
000 00°0 00°000°000'000°02 00°000'000°000%02 | Uelaeq yeuLawwad (1seIsaur) [epow ueepaiuad 2 A
oo0 00’0 00'000°000°000°0C 00°000'000°000°0Z HYN3IVa NYVAVISW3d NYHVYN13IONad T
-mm..m- 000 -_ 00°000'Z¢'188'SE 00°000°Zb2'188'SE ] eAuwinages uelebBbuy unye] uesebbuy uebumipad Yigs esis 1= R
000 000 00°000'¢k2'188°GE 00°000'Z£'188'SE HVHIVA NYVAVIEWId NYYIWININId 1€
HVY3VA NVVAVISW3d £
g 5 v £ [4 T
% (dy) NYHvVENY3Id HY1313S NVHYENYId WN1393S indn
NYVIVHN HOKWON
(ONVHNYE3E) / HYSWV.LH3g (dd) HYIWNC

bl




